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PERJANJIAN  BANGUN GUNA SERAH(BUILD, OPERATE AND TRANSFER)ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN  PIHAK SWASTA
Vita Justisia
Abstract: The availability of adequate infrastructure, need tosupport the implementation of national development and toimprove Indonesia's competitiveness in the global era. Toovercome this, the Government of South Sumatra Province tobuild agreement Build, Operate, and Transfer in thedevelopment of infrastructure without burdening the localbudget through cooperation with Third Parties. This article willbe assessed on what consideration the Government of SouthSumatra Province in determining system Build, Operate, andTransfer, procedures and implementation agreements totransfer wake, as well as whether to transfer the wakeagreement meets the principle of balance and legal certainityimproving the welfare of society.
صﺧﻠﻣ: ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻢﻋﺪﻟ ﺔﺤﻠﻣ ﺔﺟﺎﺣ ،ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﻓاﻮﺗ
 ﺔﻣﻮﻜﺣو ،هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻠﻟ .ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺮﺼﻋ ﻲﻓ ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو
 نود ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ حرﺎﺳ ﻖﯿﺒﻄﺗ قﺎﻔﺗا ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ةﺮﻄﻣﻮﺳ ﺔﻌطﺎﻘﻣ
ﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻞھﺎﻛ لﺎﻘﺛإ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻲﻓ .ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا فاﺮطﻷا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟا ل
 ءﺎﻨﺒﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ةﺮﻄﻣﻮﺳ ﺔﻌطﺎﻘﻣ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺮﻈﻧ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﻢﺘﯿﺳ
 ﻞﻘﻧ ﻢﺘﯿﺳ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ ﻚﻟﺬﻛو ،ﺪﻌﺑ ﻞﻘﻨﻟ ﺬﯿﻔﻨﺘﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗا و تاءاﺮﺟإو حرﺎﺳ ﻰﻟإ ﻻﻮﺻو
 ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻦﯿﻘﯿﻟا و نزاﻮﺘﻟا أﺪﺒﻣ ﻲﺒﻠﯾ بﺎﻘﻋأ قﺎﻔﺗﻻاﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻓر.
Kata Kunci: Perjanjian  Bangun Guna Serah
Pada era setelah perang dunia kedua berakhir hampir semuaproyek infrastruktur di banyak negara berkembang di bangundi bawah pengawasan pemerintahnya sendiri dan didanai darianggaran belanja negara atau pinjaman luar negeri. Sekitartahun 1970-an dan awal 1980-an beberapa cara dilakukan
untuk menemukan jalan keluar bagi pembiayaan proyek yangcukup mendesak saat itu. Hal ini berhubungan dengan
 Koresponden penulis via email: vitajustisia@yahoo.com;Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
NURANI, VOL. 15, NO. 1, JUNI 2015: 73 - 84
74
populasi penduduk yang terus meningkat seiring dengan
pertumbuhan ekonomi negara dunia ketiga yangmengakibatkan kebutuhan proyek infrastruktur semakinmeningkat (Kamilah, 2013: 113).Indonesia sebagai negara berkembang yang mengalamikrisis ekonomi, memerlukan pengaturan dan cara yang tepat
untuk pendanaan pembangunan infrastruktur di berbagaidaerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 2008  tentang  Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik  Negara/Daerah, dicantumkan dalam konsideran;.“...bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai,
merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukungpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangkameningkatkan ..... perekonomian dan kesejahteraanmasyarakat, serta untuk meningkatkan daya saingIndonesia dalam perdagangan global”.
Mengingat BOT hanya sebuah skema atau konsep yangumum sifatnya, maka konsep BOT tidak hanya dapatdigunakan untuk proyek Pemerintah saja, tetapi jugadigunakan untuk proyek swasta, artinya pihak yang terlibatantara individu dengan individu atau swasta dengan swasta.
Misalnya di Kabupaten Kampar, dan di Denpasar Bali,penduduk asli memiliki tanah, tetapi tidak memiliki cukupdana untuk mendirikan bangunan komersial, maka dapatmelakukan pola kerjasama pendirian bangunanhotel/penginapan di atas tanah penduduk melalui perjanjian
Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), yaitubentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemeganghak atas tanah dengan investor, dimana pihak investordiberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masaperjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate andTransfer/BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunantersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masaperjanjian Bangun Guna Serah berakhir (Kamilah, 2013: 6).Perjanjian Bangun Guna Serah tersebut dapat dituangkandalam akta Notaris, karena para pihak adalah pemilik
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tanah/pribadi atau badan hukum berhadapan dengan investor
atau swasta.Lain halnya dengan penggunaan aset daerah/BarangMilik Daerah dengan pola Bangun Guna Serah, perjanjianbangun guna serah yang dibuat adalah perjanjian antara pihakpemerintah daerah dengan pihak swasta yang merupakan
tindakan hukum pemerintah, yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi mereka yang terkena tindakan tersebut.Oleh karena itu perjanjian Bangun Guna Serah antarapemerintah dengan pihak swasta tersebut harus dilandasiberbagai peraturan sebagai dasar hukumnya.Perjanjian Bangun Guna Serah di Provinsi Sumatera
Selatan, termasuk wilayah Palembang berkaitan denganproyek pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhaninfrastruktur. Bagi Pemerintah Daerah, dana yang tersediadalam pembiayaan pembangunan infrastruktur denganmengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah)  semakin terbatas, oleh karena itu dibutuhkan pola-pola baru sebagai alternatif pendanaan yang tidak jarangmelibatkan pihak swasta (nasional-asing) dalam proyek-proyekPemerintah. Kerjasama tersebut dimanifestasikan dalambentuk perjanjian, antara lain Join Venture berupa productionsharing, managemen contract, technical assistence, franchise,joint enterprise, portofolio investment, build operate andtransfer atau bangun guna serah dan bentuk kerjasamalainnya (Nugraha, 15 November 2012:  2/8).Pasal 1  Ketentuan Umum Undang-Undang-Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat  Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara RITahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56) danUndang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara RI Nomor 1956 Nomor 57) tentang PembentukanDaerah Tingkai II termasuk Kotapraja, dalam lingkunganDaerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang,menentukan  dibentuknya 18 daerah yang berhak mengurusrumah-tangganya sendiri termasuk Palembang, dalam
lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.  Daerah
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Tingkat II dan Kotapraja tersebut berdasarkan asas otonomi
daerah mempunyai hak dan kewajiban daerah yang diaturberdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, antara lain untuk mengelolakekayaan daerah dan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaansumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di
daerah (Tesis ditulis sebelum berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2008: “Bangun guna serah adalah pemanfaatan barangmilik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan caramendirikan bangunan dan  atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalamjangka waktu tertentu yang telah disepakati, untukselanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannyadan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnyajangka waktu”.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telahmenerapkan sistem bangun guna serah untuk beberapainfrastruktur di kota Palembang, sebagai contoh pembangunanPalembang Sport Convention Centre (PSCC) yang dimulaiJumat 22 Oktober 2010. Pemancangan tiang pertama
pembangunan kompleks Palembang Sport Convention Centre(PSCC) disaksikan Gubernur Sumatera Selatan,  Ir H AlexNoerdin SH dan Walikota Palembang Ir H Eddy Santana PutraMT. Pembangunan kawasan ini menelan danaRp.127.000.000.000 ( seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).
Pembangunan PSCC tidak menggunakan dana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Selatan, tetapimelalui pembiayaan sistem Bangun Guna Serah,  antaraPemerintah Provinsi  Sumatera Selatan  dengan   PT  Gisiberupa bangunan town square, hotel dan renovasi Gedung
Olahraga (GOR). Pembangunan Gedung Olahragaditingkatkan menjadi PSCC,  yaitu: pertama akan digunakanuntuk kepentingan Sea Games, seperti hotel, sarana olahraga,dan lainnya. Kedua, kondisi bangunan Gedung Olahraga sudahmengalami penyusutan mencapai 60 persen sejak dibangun.
Pemerintah Provinsi S Sumatera Selatan membutuhkan dana
PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH…, VITA JUSTISIA
77
minimum  Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)
pertahun untuk melakukan perawatan gedung, sementarapendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh daripemanfaatan gedung olahraga hanya Rp.66.000.000.000 (enampuluh enam miliar rupiah), berarti Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan mengalami kerugian Rp.134.000.000.000
(seratus tiga puluh empat miliar rupiah) pertahun hanyauntuk pemeliharaan, pembayaran listrik, air dan lainnya(Sriwijaya Post, Kamis 21 Oktober 2010: 17:43 WIB).Pasal 27 ayat (1 butir b dan c)  Undang-Undang 32Tahun 2004 menyebutkan bahwa kewajiban kepala daerah danwakil kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat dan memelihara ketentraman dan ketertibanmasyarakat. Salah satu usaha yang ditempuh dengan carameningkatkan sarana infrastruktur tersebut di atas.Perjanjian Bangun Guna Serah melalui beberapatahapan yang harus dilakukan sebelumnya, antara lain;
a. Kontrak Konsesi sebagai dasar;b. Kontrak Kontraktor;c. Share Holder Agreement;d. Supply agreement;e. Operational  agreement;
f. Offtake Agreement yaitu kontrak antara user dan promotor.Perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan satu sama laindalam sebuah proyek. Sehingga dari satu proyek akan terkaitbeberapa unsur di dalamnya (Andreansyah, 2009). Sejakperjanjian ditandatangani kedua belah pihak hingga selesai
dalam jangka waktu yang ditetapkan, antara 20 (dua puluh)sampai 30 (tiga puluh) tahun, diharapkan prestasi terpenuhidari kedua belah pihak, namun bisa juga terjadi 2 (dua) haldalam pemenuhan prestasi yang tidak diharapkan, yaitu;wanprestasi dari pihak swasta atau pemutusan perjanjian
sepihak dari Pemerintah, sebagaimana yang terjadi dalamperjanjian bangun guna serah antara Pemerintah KotaPalembang dengan pihak investor (swasta), tentang KerjasamaPembangunan, Pemanfaa-tan, Pengelolaan Taman KambangIwak Besak Antara Dinas Penerangan  Jalan, Pertamanan Dan
Pemakaman dengan pihak swasta (Wawancara dengan
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Advokat Taslim, SH., Data Pra Penelitian  30 Januari 2014 di
Kantor  Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang).Perjanjian tersebut terhenti karena adanya wanprestasi pihakinvestor yang diikuti dengan pemutusan perjanjian oleh pihakpemerintah.Perjanjian bangun guna serah yang berkaitan dengan
kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Kepala daerah danWakil Kepala Daerah, dalam meningkatkan kesejahteraanrakyat melalui pembangunan infrastruktur dengan polaperjanjian bangun guna serah tersebut, dapat menimbulkanberbagai masalah hukum yang akan muncul di kemudian haridan diantisipati dalam perancangan dan pembuatan draft
perjanjian hingga perjanjian ditandatangani.
Perjanjian Bangun Guna Serah di Provinsi Sumatera SelatanSistem Bangun Guna Serah merupakan suatu perjanjian yangmeliputi pemanfatan tanah atau pun bangunan, termasuk
pengelolaan barang milik pemerintah daerah, sebagai hakekslusif daerah. Kerjasama tersebut meliputi beberapa prosesyang harus ditempuh dan terkait dengan perjanjian bangunguna serah itu sendiri. Permasalahan yang timbul dalampenelitian ini adalah: Apa pertimbangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan  dalam menentukan sistem bangun gunaserah untuk pemanfaatan aset Pemerintah Daerah?Bagaimana prosedur dan pelaksanaan  perjanjian bangun gunaserah tersebut? Apakah perjanjian bangun guna serah antaraPemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak swasta
tersebut memenuhi asas keseimbangan dan kepastian hukumdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?Bentuk kerja sama kontrak bangun ini (PermendagriNomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata CaraKerja Sama Daerah bahwa Bangun Guna Serah merupakan
bentuk kerja sama kontrak bangun) dipilih sebagai alternatifpemanfaatan aset daerah atau barang milik daerah untukmemenuhi kebutuhan infrastruktur dengan beberapapertimbangan, antara lain:1) Untuk Optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah
Provinsi      Sumatera Selatan.
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2) Membuka lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat
Sumatera Selatan.3) Memperluas kegiatan usaha dan memperkuat perekonomiandaerah.4) Mendukung pembangunan dan keindahan Kota Palembangsebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan.
Barang milik daerah/Aset Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan tersebar di seluruh wilayah Provinsi, namunsampai saat ini (Tahun 2014) Aset Daerah dalam bentuk tanahyang dimanfaatkan dalam bentuk Kerjasama Bangun GunaSerah ternyata seluruhnya terdapat di Wilayah KotaPalembang (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi SumateraSelatan, Bapak M. Azhan Aditama, SE, Ak. Selasa 10 Juni2014). Kerjasama pemanfatan atas barang milik negara/daerah(disebut juga aset negara/daerah), berdasarkan Pasal 26 PP
No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan sebagaiberikut:1) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untukmemenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yangdiperlukan terhadap barang milik negara/ daerah dimaksud;2) mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tenderdengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima
peserta/peminat, kecuali barang milik negara/daerah yangbersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;3) Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusitetap ke rekening kas umum negara/ daerah setiap tahunselama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan
dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;4) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagiankeuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan darihasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yangberwenang;
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5) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapatpersetujuan  pengelola barang;6) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja samapemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikanbarang milik negara/daerah yang menjadi obyek kerja sama
pemanfaatan;7) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tigapuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapatdiperpanjang.Sampai saat ini pelaksanaan perjanjian Bangun GunaSerah  yang pertama, yaitu Pembangunan Hotel
Aston/sekarang Aryaduta telah menempuh waktu 12 tahun,perjanjian lainnya berkisar antara 3 (tiga) dan 4 (empat)tahun, belum ditemukan masalah hukum yang terjadi antaraPemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Swasta.Upaya antisipasi dan pemantauan selalu dilaksanakan melalui
pengawasan dari  Badan Kerjasama dan Otonomi Daerahmelalui laporan yang disampaikan dari pihak swasta ataupunpengawasan langsung serta evaluasi kerjasama tersebut(Wawancara dengan Bapak Ir.H. Fauzi Zakaria, SH.,MM.,Kabag. Kerjasama Biro Otonomi Daerah, penelitian 26 Mei
2014). Prosedur dan pelaksanaan Perjanjian Bangun GunaSerah tersebut berpedoman pada dualisme peraturanperundang-undangan, yaitu: Undang-Undang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan aturan
pelaksananya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, dengan peraturanpelaksananya.Berdasarkan isi perjanjian Bangun Guna Serah antaraPemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Swasta
mengenai Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Fasilitaslainnya, ditekankan adanya keseimbangan beban hak dankewajiban, serta adanya itikad baik dari kedua belah pihak.Asas keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalamPerjanjian Bangun Guna Serah dapat dilihat dari tiga aspek,
yaitu perbuatan para pihak (handeling), isi kontrak (inhoud),
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dan pelaksanaan kontrak yang telah disepakati para pihak
(nakoming). Sebagaimana pendapat Herlien Budiono tentangAspek dalam perjanjian yang saling berkaitan sebagai kriteriaadanya keseimbangan).Perjanjian Bangun Guna Serah antara PemerintahProvinsi Sumatera Selatan dengan pihak swasta yang
berbadan hukum, sebagai contoh Pembangunan PusatPerbelanjaan dan Fasilitas Penunjang lainnya telah memenuhiasas keseimbangan.
KesimpulanBerdasarkan temuan dan analisis yang diuraikan pada
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan diajukan saran-saran, sebagai berikut:1) Perjanjian Bangun Guna Serah yang telah dilaksanakansejak tahun 2002  hingga sekarang tahun 2014 terdiri dari 7(tujuh) buah perjanjian, dengan pertimbangan dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset-aset yang dapat didayagunakan dan dioptimalkanpemanfaatannya melalui kerja sama daerah untukmenunjang pembangunan daerah dan meningkatkan
pendapatan asli daerah;b. Membuka lapangan dan kesempatan kerja bagimasyarakat Sumatera   Selatan;c. Memperluas kegiatan usaha dan memperkuatperekonom-ian daerah, karena sistem Bangun Guna
Serah tersebut memberikan keuntungan bagi PemerintahProvinsi dan masyarakat;d. Mendukung pembangunan dan keindahan KotaPalembang sebagai  Ibukota Provinsi Sumatera Selatan.2) Prosedur dan pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah
tersebut    berpedoman pada dualisme peraturan perundang-undangan, yaitu:      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah  dengan aturanpelaksananya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang  Perbendaharaan  Negara,dengan peraturan
pelaksananya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah
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mensyaratkan adanya kerjasama daerah, termasuk
kerjasama dengan pihak ketiga berbadan hukum denganmelibatkan peran DPRD, sementara berdasarkan aturanpelaksanaan dari Undang-undang Perbendaharaan Negara,pengelolaan aset daerah merupakan wewenang KepalaDaerah dan tidak ada peralihan hak milik atas status tanah
aset, sehingga tidak diperlukan persetujuan DPRD.3) Perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan dengan pihak swasta yang berbadanhukum, sebagai contoh Pembangunan Pusat Perbelanjaandan Fasilitas Penunjang lainnya telah memenuhi asaskeseimbangan. Asas keseimbangan tersebut dilihat dari
terpenuhinya 3 (tiga)  aspek yang saling berkaitan sebagaisyarat adanya keseimbangan  dalam suatu perjanjian, yaitu:a. Perbuatan para pihak (handeling);b. Isi kontrak (inhoud);c. Pelaksanaan kontrak yang telah disepakati para pihak
(nakoming).
Beberapa saran1) Segera dibenahi terjadinya dualisme pengaturan tentangPerjanjian Daerah dan Perbendaharaan Negara dalam hal
Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahsehingga terdapat kejelasan koordinasi pengaturan tentangpengelolaan Barang Milik Negara/Daerah untukmendapatkan Kepastian Hukum;2) Karena Perjanjian Bangun Guna Serah, Bangun Serah
Guna, dan Bangun Serah dalam jangka waktu lama 30 (tigapuluh) tahun, dan Pembangunan Infrastruktur yangmenyangkut hajat hidup masyarakat seperti TenagaPembangkit Listrik, Jalan Raya, Telekomunikasi,Pertambangan, dengan pemanfaatan sampai 50 tahun dan
dapat diperpanjang, perlu  kiranya ditingkatkan ketertibanadministrasi, serta melibatkan persetujuan DPR/DPRDuntuk legalitas dan perlindungan hukum yang sangatberguna bagi generasi penerus bangsa.3) Perjanjian sewa atau penggunaan fasilitas lainnya untuk
bangunan siap pakai dalam Perjanjian Bangun Guna
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Serah,antara pihak swasta dengan masyarakat umum
sebaiknya dibuat dengan akta notariil melalui jasa Notarisagar mendapatkan kekuatan pembuktian yang sempurna.
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